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PERATURAN BUPATI NO.50 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN
REMBANG

ABSTRAK : - bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan
daerah harus responsif gender;

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms
Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3277); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengurustamaan Gender di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 927); Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 143);

CATATAN : | Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan 7 Desember 2020 dan ditetapkan 7
Desember 2020







